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A A8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
NS STAY PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
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SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/387/DPMPTSP/PAUD/IN2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidkan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), menegaskan bahwa Pendirian program atau satuan
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi wajib memperoleh zin Pemerintah atau pemerintah
daerah sesuai dengan kewenangannya;

\’ b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf'
! perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal d
F Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang

Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

R ‘ Mengingat - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang
= ' Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il di Sulawesi Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

i

1 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
: Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

1 Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelalaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

o Nomor 5157);

. 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang

s Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara

A Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

344 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
i tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
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9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 89);

10. Peraturan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten
Banggai Tahun 2021 Nomor 2599).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Banggai
Nomor: 724/421.9/DISDIKBUD Tanggal 27 Februari 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG
IZIN QOPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB SABILUL KHAIRAAT DI KELURAHAN BUNTA | KECAMATAN BUNTA

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
1. Nama Lembaga : KB SABILUL KHAIRAAT
2. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
3. Alamat : Kelurahan Bunta | Kecamatan Bunta
4. Penanggungjawab : Pengelola KB
5. Yayasan/Penyelenggara: Yayasan Wanita Islam Alkhairaat (WIA)

KEDUA : Pemegang lzin Wajib :

1. Menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat
memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan
kemudian;

3. Mengirimkan laporan bulanan / triwulan dengan ketentuan menurut model
yang ditentukan;

4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
sampai dengan 29 Maret 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi  Luwuk
Pada tanggal 29 Maret 2023

KEPALA.DINAS PENANAMAN MODAL DAN
/PELAYAYANJERPADU SATU PINTU
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SULUT TENGGO DAN MALUT

KPP PRATAMA LUWUK
JL YOS SUDARSO NOMOR 14, LUWUK
TELEPON 048122078 FAKSIMILE 0461 22098 STTUS www pajak go id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak go id, Informasi@pajak go.ld

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
Nomor : S-3534/KT/KPP.160403/2023

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya serta Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor
Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, dengan ini
diterangkan bahwa :

1. Nama : KB SABILUL KHAIRAAT

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 40.412.206.1-832.000

3. NPWP 16 digit : 0404 1220 6183 2000

4, NITKU : 0404122061832000000000
5. Kategori : Badan

telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 28 Maret 2023 dan

memiliki kewajiban perpajakan antara lain:

a. melakukan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sendiri dan pelaporan Surat
Pemberitahuan (SPT) PPh sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan
sesuai dengan Undang-Undang PPh; )

b. melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh dalam hal Wajib Pajak diwajibkan
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh;

c. melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan melakukan
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
(PPnBM), dalam hal melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
sesuai dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM;

d. melakukan pemungutan PPN dan/atau PPnBM, dalam hal Wajib Pajak Instansi Pemerintah
dan Wajib Pajak Badan ditunjuk sebagai Pemungut sesuai dengan Undang-Undang PPN
dan PPnBM;

e. melakukan pembayaran PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dan pemanfaatan di dalam
Daerah Pabean atas Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean yang dilaksanakan sesual dengan Undang-Undang PPN dan PPnBM; dan/atau

f. melakukan pembayaran PBB atas objek pajak PBB Sekior Perkebunan, PBB Sektor
Perhutanan, PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, PBB Sektor Pertambangan
untuk Pengusahaan Panas Bumi, PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara dan
PBB Sektor Lainnya sesuai dengan Undang-Undang PBB.

Selain kewajiban perpajakan di atas, Wajib Pajak juga memiliki hak perpajakan sesuai peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Luwuk, 28 Maret 2023
a.n. Kepala Kantor

EHE Kepala Seksi Pelayanan
r. -

5800362430586 Ronny Rovinka Khairun Nasir

'Dokumn Ini dikeluarkan secara elekironik dan tidak memeriukan tandatangan dan atau cap basah.
alidasi terhadap data dalam dokumen ini dapat dilakukan melalui url pada QR Code yang lercetak
isertai validasi kode yang lercetak pada bagian bawah QR Code.

*)Jika dala dialas sudah lidak sesuai harap melakukan perubahan data di KPP terdaftar
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